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Mengingat

Menetapkan

1

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi

Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG.

@)

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan Palembang di lingkungan Kementerian

Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung
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2

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat
(1) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang
mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan
nonakademik dan pengelolaan Politeknik Transportasi
Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan
memimpin Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan

Penyeberangan Palembang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil

Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Wakil Direktur terdiri atas:

a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya
disebut Wakil Direktur I;

b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang
selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan

c.  Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang
selanjutnya disebut Wakil Direktur Ill.

Pasal 7
Wakil Direktur | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas
tambahan membantu Direktur dalam memimpin
pelaksaaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan

sarana dan prasarana.









(3) Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan
Penjaminan Mutu yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Kepala dan anggota Satuan Penjaminan Mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai
yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi,
pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem
penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 11
(1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g, merupakan unsur penunjang
adminstrasi di bidang keuangan dan umum.
(20 Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Dan

sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.

Pasal 12
Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program,
pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan
urusan kepegawaian, tata usaha, dan hubungan masyarakat,

serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana dan program;

b. pengelolaan keuangan;
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Ketentuan mengenai program studi diatur dalam statuta
Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan

Penyeberangan Palembang.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j
merupakan unsur pelaksana akademik di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kepala; dan
b. anggota.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat sebagaimana yang berada di bawah
dan  bertanggung jawab kepada Direktur dan
pelaksanaan pembinaanya dilakukan oleh Wakil
Direktur 1.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk
membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan pegawai yang diberi tugas untuk dalam
membantu melakukan kegiatan di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Pusat Penelitian dan Pengabdian
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(4)

- 14

Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Politeknik Transportasi Sungai, Danau
dan Penyeberangan Palembang sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi unit organisasi.

Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan

fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang transportasi menetapkan tata cara penunjukkan
dan penetapan koordinator pelaksanaan fungsional
pelayanan ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian
tugas koordinator  pelaksana  pungsi Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Politeknik Transportasi

Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang menerapkan

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26
Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan
Penyeberangan Palembang harus menyusun peta proses
bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan
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dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat

maupun daerah, serta industri transportasi lain yang terkait.

Pasal 30
Setiap unsur di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai,
Danau Dan Penyeberangan Palembang menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan  mengoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.

(20 Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi di bawahnya.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

(1) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau
jabatan struktural eselon lll.a.

(2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Kepala Satuan,

Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit
merupakan jabatan noneselon.
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Pasal 40
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat
yang memangku jabatan di lingkungan  Politeknik
Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat barn
berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun

sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
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